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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka penulis menguraikan 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Implementasi Industri Hijau oleh PT.Wijaya Cahaya Timber Malang 

sebagai upaya pencegahan pencemaran di Malang belum sepenuhnya 

terlaksanakan serta belum melakukan Sertifikais Industri Hijau 

sehingga tidak memiliki Sertifikat Industri Hijau namun dalam hal ini 

PT.Wijaya Cahaya Timber Malang telah memenuhi standar industri 

hijau dan telah menerapakan penyelarasan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup dengan melakukan penghijauan bersama dengan 

kelompok tani yang berada di Malang.  

2. Hambatan dan solusi implementasi Industri Hijau oleh PT.Wijaya 

Cahaya Timber Malang sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di 

Malang yaitu PT.Wijaya Cahaya Timber Malang memiliki keterbatasan 

Sumber Daya Manusia , tidak tercukupinya anggaran untuk menjadikan 

perusahaan industri hijau dan managemen perusahaan kurang optimal 

untuk melaksanakan industri hijau. Solusi atas hambatan diatas dari 

PT.Wijaya Cahaya Timber Malang lebih mempersiapkan Sumber Daya 

Manusia untuk fokus pada pelaksanaan industri hijau.  
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B. Saran  

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut :  

1. PT.Wijaya Cahaya Timber Malang perlu dengan segera melakukan 

sertifikasi industri hijau untuk memperoleh sertifikat industri hijau 

supaya dalam kegiatan produksinya menjadi lebih efisien dan efektif 

serta rendah karbon.  

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang perlu adanya pengolahan 

dan penerapan ilmu ataupun peraturan-peraturan terbaharu dalam 

pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup secara 

langsung terhadap perusahan-perusahaan industri dengan memberikan 

sosialisasi, webinar, dan lain-lain.  
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